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ABSTRAK 

 Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan 

daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri 

sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Di dalam Undang-Undang 

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pasal 26 ayat (1) Kepala Desa 

bertugas menyelenggaran pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam 

penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa 

yang memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri untuk diselenggarakan, maka 

dari itu penulis ingin meniliti bagaimana Peran Dan Tanggung  Jawab DPP 

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung Dalam 

Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah, 

permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana peran dan 

tanggung jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia provinsi 

Lampung dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa , bagaimana perspektif 

siyasah dusturiyah terhadap DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia 

yang ada di provinsi Lampung dalam pemberdayaan Pemerintahan Desa. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Peran Dan Tanggung  

Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung 

Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan bagaimana dalam perspektif Fiqh 

Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 

dan bersifat deskriptif analisis, yang memiliki populasi yakni anggota organisasi 

APDESI (Asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia), sampel terdiri dari, 

sumber data yang digunakan sumber data primier dan sekunder, pengumpulan 

data diperoleh dari data wawancara, observasi, dokumentasi, teknik pengumpulan 

data kemudian diolah melalui proses editing dan coding, kemudian menggunakan 

metode analisa yakni metode kualitatif. Sehingga menjadi bentuk karya Ilmiah 

yang baik. Hasil penelitian yang didapat, Peran dan tanggung jawab yang dimiliki 

pemerintah desa di provinsi Lampung sudah cukup baik terlaksanakan, karena 

sudah menjalankan perananya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tanpa adanya penyelewengan, walaupun ada beberapa oknum yang masih 

ada melakukan penyelewengan baik dari kepala desa ataupun perangkatnya tetapi 

itu sudah di tindak lanjuti yang dibantu APDESI. Peran dan tanggung jawab 

pemerintah desa di provinsi Lampung berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah sudah 

sesuai dengan Fiqh Siyasah meskipun ada beberapa oknum yang masih tidak 

amanah dalam melaksanakan perannya baik peran yang berdasarkan Undang-

undang atau tidak, sehingga kurang adanya tanggung jawab. Karena dalam Fiqh 

Siyasah bahwasanya dalam bekerja harus Amanah dan seorang muslim yang telah 

diberikan tugas untuk mengurus umat wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, 

kebijaksanaan, dan dapat dipercaya ikhlas memiliki semangat pengabdian, 

tanggung jawab, kepada umat. 

 









 
 

MOTTO 

 

                           

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhanati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” 

( QS. Al-Anfal (8) : 27 ) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 

diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak 

terjadi kesalan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini.  skripsi 

yang berjudul “PERAN DAN TANGGUNG  JAWAB DPP ASOSIASI 

PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA PROVINSI 

LAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA 

DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” 

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang pada 

situasi sosial tertentu.
1
 Peran merupakan pelaku sebagai tokoh dalam 

perananya , peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu 

yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.
2
 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala 

sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahakan, 

diperkarakan, dan sebagainya).
3
 

DPP adalah Dewan Pimpinan Pusat. DPP adalah penyelenggara dan 

penanggung jawab tertinggi organisasi.
4
 

                                                             
1
Harnilawati, Pengantar Ilmu Keperawatan Komunitas (Sulawesi: Pustaka As Salam, 

2013), h. 37 
2
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta:Balai Pustaka,1990), h.1051 
3
Khabib Luthfi , Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas (Guepedia 

Publisher,2018), h 15 
4
  Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia 

BAB VII pasal 17, h. 6 



 
 

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) adalah 

organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup Nasional, 

berdaulat dan mandiri, atasdasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang 

pemerintah desa, serta pembangunan pedesaan.
5
   

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa.
6
 Pemerintah Desa adalah penyelenggara 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan desa 

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pemerintah Desa adalah 

pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terendah 

langsung dibawah camat
7
 

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqih siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan negara.
8
 Dalam hal ini juga dibahas antara lain 

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara). Lembaga demokrasi dan syura 

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di 

                                                             
5
 Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia 

Bab I pasal 2, h.2 
6
 Undang Undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa, bab 1 pasal 1 ayat (2 dan 3) 

7
Marsono dan Soemarno dan Dardjo Soemarjono, Himpunan Peraturan Tentang 

Pemerintahan Desa, (Jakarta: Sari Gaya Baru, 1981), h.104 
8
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”. (Jakarta, 

Prenadamedia Group. 2014), h.177 



 
 

samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah 

dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak hak 

warga negara yang wajib dilindungi. 

Dari penjelasan judul diatas maka dapat disimpulkan maksud dari 

“Peran Dan Tanggung  Jawab DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh 

Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Desa 

Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” adalah suatu penelitian ilmiah 

terhadap peran dan tanggung jawab lembaga pemerintahan desa menurut 

siyasah dusturiyah, yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana peran 

dan tanggung jawab lembaga pemerintahan desa yang di awasi oleh Asosiasi 

Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Ada beberapa alasan-alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong 

untuk membahas masalah ini dalam bentuk proposal antara lain : 

1. Alasan Objektif  

a. Adanya visi APDESI yaitu terwujudnya pemerintah desa yang maju, 

sejahtera, adil, dan demokratis 

Ada beberapa Kepala Desa di Provinsi Lampung yang belum 

menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan 

desa sedangkan jabatan dipandang sebagai amanah, perkara berat yang 

diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, dan Kepala Desa 

tersebut belum menerapkan peraturan pemerintah yang ada di desanya  



 
 

sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku menurut Undang 

Undang sehingga penulis menganggap perlu melakukan sebuah 

penelitian mengenai masalah tugas dan tanggung jawab Pemerintahan 

Desa. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penulis bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung sehingga penulis 

melakukan penelitian di APDESI Provinsi Lampung di karenakan 

lokasi penelitian mudah di jangkau oleh penulis.  

b. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara 

mendalam, karena adanya relavansi permasalahan tersebut dengan 

disiplin ilmu yang di pelajari yaitu jurusan Hukum Tata Negara 

(Siyasah Syar’iyah ), Fakultas Syari’ah dan Hukum , Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil pada struktur 

pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan 

tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sejak 

reformasi dituntut untuk meningkatkan kesejahterahan rakyat , memlihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjalin hubungan kerja dengan 



 
 

seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakan seluruh 

peraturan perundang undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan 

yang baik, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, 

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, 

memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan lain-lain. 

Paradigma pelayanan masyarakat dirubah dari kata “dilayani” menjadi 

“melayani”.
9
 Sikap kepala desa yang ingin dilayani oleh masyarakat 

berpengaruh buruk pada peran kepala desa dalam pelayanan publik, kepala 

desa cenderung korupsi kolusi dan nepotismedalam menjalankan tugas dan 

fungsi kepala desa. Kenyataan ini bukan rahasia lagi, masyarakat pada 

umumnya telah mengetahui dan memahami bahwa kegagalan membangaun 

nasional diakibatkan oleh korupsi, kolusi dan nepotisme telah menghambat 

tujuan pelayanan publik untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan 

makmur. 

Undang-Undang pemerintahan desa adalah Undang-Undang.32 tahun 

2004, begitu pula Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebelumnya, telah 

mengatur kedudukan sistem pemerintahan desa. Sesuai dengan 

keanekaragaman , partisipasi otonomi asli, demokratisi, dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Masih banyak perangkat desa yang tidak memahami tugas dan 

wewenangnya untuk mewujudkan kondisi desa yang sejahtera maju adil dan 

makmur perlu adanya sebuah organisasi asosiasi pemerintahan desa seluruh 
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diurna volume IV. No.2 Tahun 2015 



 
 

indonesia (APDESI) tujuan APDESI adalah meningkatkan harkat dan 

martabat aparatur pemerintah dan masyarakat desa sehingga terwujudnya 

desa yang maju dan sejahtera adil profesional dan demokratis dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional sebagai mana termaktub dalam pembukaan 

UUD 1945. 

Ada beberapa Kepala Desa di Provinsi Lampung yang belum 

menerapkan asas keterbukaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 

sedangkan jabatan dipandang sebagai amanah, perkara berat yang diminta 

pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT, dan Kepala Desa tersebut 

belum menerapkan peraturan pemerintah yang ada di desanya  sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang berlaku menurut Undang Undang sehingga 

penulis menganggap perlu melakukan sebuah penelitian mengenai masalah 

tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Desa. 

Dalam surat Al-Qasas ayat 5 di jelaskan bahwa pemerintahan dan 

keberlanjutan mukmin dan para shaleh sebagai janji ilahi kepada hamba-

hambanya yang beriman, dan menghadiahkan keamanan dan ketenangan. 

                      

           

 
Artinya : “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang 

tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka 

pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi 

(bumi).
10
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Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan,  Al Qashas  124, (Surabaya : 

Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 308 



 
 

Al siyasah al dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup 

pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk 

pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. 

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka 

pemerintahan desa masuk dalam kategori Siyasah Tanfidhiyyah yaitu 

pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini adalah meliputi tentang 

imamah, persoalan bai’ah, dan lain sebagainya.  

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai al imamah  

atau ulil amri  yang dalam hal kebijkan dan kewenangan tetap berpegang 

teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, dengan  begitu 

pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinya tidak akan pernah 

tercapai jika sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan tidak 

berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan 

terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas 

skill dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi 

yang terdapat di desa. 

 

D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dari peneliti adalah peran dan tanggung  jawab DPP 

asosiasi pemerintahan desa seluruh indonesia provinsi lampung dalam 

pemberdayaan pemerintahan desa dalam perspektif siyasah dusturiyah. 



 
 

 

 

E. Rumusan masalah  

1. Bagaimana peran dan tanggung  jawab DPP asosiasi pemerintahan desa 

seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan 

desa? 

2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran dan tanggung  

jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi 

Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan ini mengidintikasi pada suatu tujuan 

yang diharapkan mampu dicapai yaitu : 

a. Untuk mengetahui peran dan tanggung  jawab DPP asosiasi 

pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi Lampung dalam 

pemberdayaan pemerintahan desa. 

b. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap peran dan 

tanggung  jawab DPP asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia 

provinsi Lampung dalam pemberdayaan pemerintahan desa. 

 

G. Signifikan Penelitian  

1. Kegunaan teoritis, peneliti mengharapkan dengan adanya skripsi ini 

bisa digunakan dikalangan masyarakat luas, dan dapat memberikan 



 
 

khazanah pengetahuan khususnya untuk Pemerintahan Desa yang ada 

di Provinsi Lampung. 

2. Kegunaan prakris, peneliti mengharapakan dengan adanya skripsi ini 

bisa membantu memecahkan masalah dan bisa menjadi salah satu 

bahan ajaran untuk pertanggung jawaban aparatur desa sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan.
11

 Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisa 

skripsi ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian yaitu merupakan penelitian lapangan (field reseach) 

yang langsung dilaksanakan di lapangan.
12

 Yang menjadi objek 

penelitian ini adalah lembaga pemerintahan desa dalam menjalankan 

peran dan tanggung jawabnya. 

b. Sifat penelitian penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

                                                             
11

Susiadi AS, Metodelogi Penelitian, (lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 

2015), h.21. 
12

Ibid., h.10 



 
 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
13

 Dengan kata lain 

penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian  kepada masalah masalah sebagaimana adanya saat 

penelitian dilaksanakan, hasil penilitian kemudian diolah dan di 

analisis untuk diambil kesimpulanya. 

2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang 

akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan 

sebagainya.
14

 Populasi digunakan untuk meyebutkan seluruh elemen atau 

anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.
15

 Dalam 

skripsi ini populasinya adalah Anggota Organisasi APDESI ( Asosiasi 

Pemerintahan Desa seluruh Indonesia) yang ada di Provinsi Lampung.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta 

dapat dianggap mewakili populasi satu persatu.
16

 

Teknik samping (pengambilan sampel) peneliti menggunakan teknik 

proposive sampling teknik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu 

yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri ciri atau sifat 

yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri ciri 
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Sugiono , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD (Bandung: Alfabeta 2009) 

h.29 
14

Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 120 
15

Etta Mamang Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian, 

(yogyakarta:cv. Andi ofside, 2010), h. 21 
16

Ibid, h. 120 



 
 

atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan 

kunci untuk pengambilan sampel.
17

 

3. Sumber Data 

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orng yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber 

invorman yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan 

di asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia provinsi lampung. 

b. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang 

bersumber dari buku buku jurnal artikel majalah makalah dan 

sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi  

4. Metodologi Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

adalah proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk 

mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang 
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Susiadi AS, Metode Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) h. 130 



 
 

diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil 

bertatap muka atauppun tanpa tatap muka. 

b. Observasi  

Observasi adalah pengamatan meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyajikan gambaran fakta suatu peristiwa untuk 

menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan observasi 

tak partisipan yaitu pengamat berada diluar objek yang diteliti dan 

tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan
18

. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada 

subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan 

dapat berupa buku harian surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan 

kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. 

5. Metode Pengolahan Data   

Metode pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara cara atau rumus rumus tertentu.
19

 

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut : 

a. Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
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Arikunto, Suharsimi, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT. 
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terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
20

 Tujuan editing adalah 

untuk menghilangkan kesalahan kesalahan yang terdapat pada 

pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kurangnya 

dapat dilengkapi dan diperbaiki. 

b. Coding adalah mengklarifikasikan jawaban jawaban dari pada 

responden kedalam kategori-karegori. Biasanya klasifikasi dilakukan 

dengan cara memberikan kode atau tanda berbbentuk angka pada 

masing-masing jawaban.
21

 Tujuanya adalah untuk menyederhanakan 

jawaban. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat 

pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehinnga diperoleh 

suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik 

kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan 

atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit 

kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik 

generalisasi yang bersifat umum.
22

 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang 
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terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, 

dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.
23
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BAB II 

 KAJIAN TEORI 

  

A. Kajian Teori 

1. Pemerintahan Desa  

Sejarah pemerintahan Desa yang menjadi cikal bakal 

pemerintahan desa di Indonesia dimulai sebelum zaman kolonial Belanda 

masuk ke Indonesia sebagaimana di ilustrasikan oleh Corneles va 

Vollehoven bahwa sebelum datangnya penjajah Belanda, di nusantara 

telah terdapat sistem ketatanegaan dalam bentuk kesatuan perkampungan 

dan lain-lain.
1
 

Hal ini dibenarkan oleh Nasroen bahwa: “Desa di Indonesia telah 

ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau.”
2
 Sebagai bukti bahwa desa 

itu telah beratus-ratus tahun yang lalu, dapat dari peninggaan sejarah 

berupa tulisan pada benda-benda sejarah.  Menurut Bayu Suryaningrat
3
 

dari tulisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

a. Desa sebagai lembaga pemerintah terendah telah ada sejak dahulu 

kala dan buka impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat 

Indonesia; tamopaknya desa adalah tingkatyang langsung dibawah 

kerajaan. Dengan kata lain, pada waktu terdapat siste pemerntahan di 

daerah dua tingkat; 
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b. Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenal sistem 

pemerintahan di daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari 

asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, swatantra (yaitu 

yang disebut sekarang sebagai otonomi artau hak untuk mengurus 

dan mengatur dan mengurus dan mengatur urusan rumah tangga 

sendiri) 

Terdapat jenis-jenis desa, antara lain desa kramat, desa perdikan 

dan sebagainya dengan hak-hak khusus. Bukti ini dapat dibaca dari 

laporan Heman Warner Mutinghe sebagai seorang  Raad van Inde pada 

tanggal 14 Juli 1817 yang memberitahkan kepada pemerintahanya 

tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara pulau jawa. 

Sejak saat itu Desa-desa di pulau Jawa  menjadi terkenal sampai jauh ke 

luar negeri.
4
 

Pengakuan yuridis atas keberadaan desa juga terjadi ada zaman 

pemerintahaan Hindia Belanda secara yuridikal diatur berbeda antara 

pemerintahan di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa di atur Dalam inlandse 

Gemeente Ordonantie (IGO). Dalam Inlands Gemeente  Ordonantie 

Voor Buitengewesten (IGOP). Ketentuan-kentuan ini hanya mengatur 

megenai organisasi desa, karena desa sebagai pemeritahan asli telah ada 

jauh sebelum dibuatya IGO dan IGOB yang substansinya memeberikan 

kesempatan kepada penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung 

dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). 

                                                     
4
Soertadjo Kartohadikoesoemo, Desa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 36 
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Selain IGO dan IGOB, dalam peraturan perndang-undangan 

(Weetelijk Regelins) Hindia Belanda, “Desa” diatur dalam Pasal 71 yang 

menegaskan bahwa Desa, kecuali denga persetuuan penguasa yang 

ditunjuk dengan peraturan umum, memiliki sendiri kepala desa dan 

peerintahan desa. Gubernur Jendral menjaga hak-hak tersebut terhadap 

semua pelanggaran. Desa diperbolehkan mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri memperhatikan peraturan wilayah atau pemerintahan 

dan seterusnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa eksistensi “Desa” 

pada zaman Hindia Belanda sangat diakui (atau lebih tepat “dibiarkan”) 

untuk mengatur dan mengurus dan mengurus rumah tangganya sendiri 

berdasarkan kewenangannya yang asli pada saat sebelum Belanda masuk 

ke nusantara. 

Demikian, dalam Pasal 12 ayat (3) Indische Staatsreeling (IS) 

disebutkan bahwa : “Desa adalah kesatuan masyarakat yang bertempat 

tinggal dam suatu daerah tertentu yang memliki hak menyelenggarakan 

urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat dan peraturan 

perundang-undangan Hindia Belanda untuk hal-hal tertentu dan 

pemerintahannya merupakan bagian terbawah dari susunan pemerintahan 

kabupaten atau swapraja. Maksud ketentuan perundang-undangan Hindia 

Belanda diatas, dapat dipahami bahwa pada masa kolonial tetap ada 

pengakuan terhadap otonomi desa sebagai otonomi asli di wilayah Hindia 

Belanda. 
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Pada tahun 1979 ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai pengganti IGO dan IGOB. 

secara substansial undang-undang ini sepenuhnya mencerminkan stesel 

dan IGO dan IGOB yang memisahkan pemerintahan desa dan 

pemerintahan daerah. Problematika Hukum lain yang prinsipil dalam 

Undang-undang No 5 Tahun 1979 yang mendapat kritikan adalah 

penyeragaman (uniformitas) nama, bentuk,susunan dan kedudukan 

pemerintahan desa. Padahal dalam merumuskan arah kebijakan (Legal 

Policy) pemerintahan desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap 

asal-usul pada ekstensi desa. Yakni dengan memperbolehkan 

penggunaan nama, seperti dusun, menuasa, gampong negorij dan lain 

sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintah 

didasarkan pada adat istiadat masing-masing.
5
 Sangat banyak keinginan 

yang menghendaki agar istansi desa jangan diseragamkan karena 

keadaan desa-desa di Indonesia berbeda-beda, tidak bisa disamakan desa-

desa di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian jaya dan seterusnya. 

Berbeda halnya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, salah satu arah politik 

hukumnya adalah adalah kembali memasukan pengaturan tentang 

pemerintahan desa sebagai satu kesatuan yang terintegral dalam Undang-

undang pemerintah daerah. Di samping itu, juga telah memperbolehkan 

penggunaan nama yang berbeda-beda tentang desa, yakni dengan redaksi 

                                                     
5
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum 

(PSH) FH-UII, 2001), h. 161. 
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norma Pasal 1 butir o Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang 

berbunyi: “yang berarti telah memberikan kewenangan untuk berekspresi 

kepada desa untuk berekspresi kepada desa untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadatnya”.  

Substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 ini persis sama dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 

dalam prespektif pengaturan pemerintahan desa. Keduanya telah 

menginternalisasi pemerintahan desa sebagai bagian yang integral dari 

pemerintahan daerah dalam satu Undang-Undang. Sejak diberlakukannya 

Undang-Undang tentang Desa yakni UU No. 6 Tahun 2014, dalam Pasal 

121 ditegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 

200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambaham Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa adalah buah pengulatan politik yang panjang, sekaligus 

pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan 
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kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah 

kewenangan.
6
 Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 

masyarakat di desa telah mendapatkan payung Hukum yang lebih kuat 

dibandingkan pengaturan desa dalam Undang-Undang 22 Tahun 1999 

maupun Undang-Undang No, 32 Tahun 2004. Memang tidak dapat 

dinafikan, pandangan sebagian besar masyarakat terhadap Undang-

Undang Desa tersebut lebih tertuju kepada alokasi dana desa yang sangat 

besar. Padahal isi dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya 

mengatur dana desa, tetapi mencakup hal yang sangat luas, perdebatan di 

berbagai media sehingga hanya fokus pada nilai anggaran desa saja.
7
 

a. Pengertian Desa 

Istilah Desa secara etimlogis berasal dari kata swadesi bahasa 

sengkerta yang bearti  wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan 

otonom.
8
 Dari kata desa tersebut kemudian dalam bahasa jawa 

dipelintir menjadi kata ndeso untuk menyebut orang-orang atau 

pendudukyang berada di udik atau pedalaman atau yang punya sifat 

kampungan. Pemahaman ini sama persis dengan arti kata kampong, 

yakni kolot, kuno, lama tradisional.
9
 Istilah Desa dalam Kamus 

Besar bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang 

dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan 

                                                     
6
Ni‟matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak 

Kemerdekaan hingga Era Reformasi, (Malang: Setara Press, 2015), h. 206. 
7
Ibid. 

8
P. J. Zoetmulder & S. O. Robson, Kamus Jawa Kuno Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2006), h. 212. 
9
Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 

2007), h. 287. 
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sendiri.
10

 Sedangkan kampung itu sendiri adalah dusun, yakni 

kesatuan administratif terkecil yang mempunyai wilayah tertentu 

terletak di bawah kecamatan.
11

 

Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat, setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa sebagai 

satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang 

mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai  entitas 

administratrative tetapi sebagai entitas hukum yang memiliki arti 

harus dihargai, diistimewakan, dlindungi dalam struktur 

pemerintahan.  

Menurut Mashuri Maschab,
12

 apabila membicarakan desa 

Indonesia, maka sekurang-kurangya akan menimbukan tiga 

macam penafsiran atau pengertian. 

1) Pengetian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu 

bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas yang tinggal 

menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka 

saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka 

                                                     
10

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departement Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan 

Balai Pustaka, 1995), h. 226 
11

Ibid., h. 438 
12

Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 

2013), h. 1-2 
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relatif homogecy, serta banyak bergantung kepada kebaikan 

alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa 

diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara 

sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, 

memilki ikatan sosial dan adat istiadat atau tradisi yang 

masihkuat, sifatnya jujr dan bersahaya pendidikannya relatif 

rendah dan lain sebagainya. 

2) Pengertian secara ekonomi, desa sebagai lingkungan 

masyarakat yangberusaha memenuhi kebutuhan hidpnya 

sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam 

pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan 

ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

3)  Secara politik, desa sebagai suatu organisasi pemerintahan 

atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai 

wewenang tertentu karena merupakan bagian dari 

pemerintahan negara. Dalam pengertian ini desa sering 

dirumuskan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

berkuasa menyelnenggarakan pemerntahan sendiri. 

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr 

Herman Warner M, seorang belanda anggota Raad Van Indie 

pada masa penjajahan kolonial Inggris yang merupakan pembantu 

Gubernur Jendral Inggris yang telah berkuasa pada tahun 1811  di 
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Indonesia. Disebutkan dalam laporannya tertanggal 14 juli 1817 

kepada pemerintahnya dikatakan adanya desa-desa di daerah 

pesisir utara pulau jawa. Yang kemudian juga telah ditemukannya 

juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama 

seperti yang ada di pulau Jawa.
13

 

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesi 

yang bearti tempat asal, tempat tinggal, Negara asal, atau tanah 

leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu 

norma, serta memiliki batas yang jelas.
14

 Sesuai batasan definisi 

tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan 

masyarakat dengan peristilahanya masing-masing seperti Dusun 

dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, 

Nagari di Minangkabau, dll. Masih banyak lagi istilah desa yang 

beraneka ragam disetiap daerahnya yang sebenarnya memilki 

pengertian yang sama.
15

 

Bintaro yang memandang desa dari segi geografi, ia 

mendefinisiannya sebagai berikut: 

“Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok 

manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah 

suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang 

ditimbulkannya oleh unsur-unsur fisografi, politik, budaya, dan 

                                                     
13

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa….., h. 34 
14

Ibid., h. 15 
15

R. H. Unang Sunardjo, Tinjauan Singkat tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 

(Bandung: Tarsita, 1984), h. 10 
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ekonomi sosial yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan 

antar hubungan dengan daerah lain.”
16

 

Menurut Unang Sunardjo, pengertian tentang desa sebagai 

berikut.
17

 Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum 

berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu 

wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir batin yang 

sangat kuat, baik karena keturunan maupun karenas sama-sama 

miliki kepentingan politik, ekonomi, keamanan dan sosial, 

memilki susunan pengurus yang dipilih bersama memilikinya 

kekayaan dalam umlah tertentu dan berhak menelenggarakan 

rumah tangganya sendiri. 

Menurut Bouman, desa adalah sebagai salah satu bentuk 

kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, 

hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di 

dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dsb usaha ang dapat 

dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat 

tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat 

ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.
18
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Bintaro R, Interaksi Desa-Kota dan Perasalahannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), 

h. 15 
17

R. H. Unang Sunardjo, Tinjauan Sngkat….., h. 11 
18

Beratha, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1992), h. 26 
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Pada waktu Orde Baru, pemerintah menetapkan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa.
19

 

Dalam Undang-undang tesebut ditegaskan bahwa desa adalah: 

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak 

menyelengarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. 

Sejak era reformasi regulasi yang mengatur desa terdiri 

dari Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasaran asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam 

sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
20

 

Kemudian menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004, desa diberi pengertian sebagai berikut
21

 :  

Desa atau dengan istilah lain, selanjunya disebut Desa 

adalah suatu masyarakat hkum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwnang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

                                                     
19

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa 
20

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
21

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
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setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sekalipun terdapat perbedan dalam memberikan 

permaknaan Desa dalam berbagai perspektif, dapat ditarik benang 

merahnya yang sama yaitu bahwa desa baik didaerah lain memiiki 

penyebutan yang berbeda setiap wilayah itu tetap dipandang 

sebagai satu kesatuan masyarakat yang memliki wewenang untuk 

mengurus diri sendiri atau disebut juga otonomi daerah. 

b. Konsep Pemerintah Desa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22

 Menurut 

Awang, pemerintahan desa secara distoris dibentuk oleh 

masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota 

masyarakat desa dengan secara distoris yang dibentuk masyarakat 

desa dengan cara memilih beberapa anggota masyarakat yang 

dapat dipercaya unruk dapat mengatur, melayani, menata dan 

melindungi, serta memelihara berbagai aspek kehidupan 

mereka.
23

 

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan 

nasional yang dimana penyelenggaraannya ditunjukkan pada 

pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-

                                                     
22

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (2). 
23

Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 15. 
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usaha masyarakat desa yang saling bersangkutan dan dipadukan 

dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.
24

 

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. 

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul 

dan adat istiadat desa.
25

 

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa 

menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian 

pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan 

nama lain dibantu perangkat desa sebagau unsur penyelenggara 

pemerintahan desa.
26

  

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa 

terdiri dari Kepala Desa beserta perangkatnya yang disebut 

sebagai pemerintah desa yang dimana mereka menjalankan atau 

                                                     
24

Maria Eni Surasi, pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), 

h. 23. 
25

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18. 
26

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. 
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menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, 

melayani, melindungi serta memelihara berbagai aspek yang ada 

pada kehidupan masyarakat yang berdasarkan asal usul dan adat 

istiadatnya. 

c. Kewenangan Pemerintah Desa 

Kewenangan pemerintah desa dilihat dari prinsip 

desentralisasi desa disebut dengan nama lain mempunyai 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat yang 

berlaku. Dalam praktek penyelenggara pemerintahan istilah yang 

digunakan adalah kewenangan kemudian dipersempit lagi 

menjadi urusan pemerintahan yang merupakan fungsi-fungsi 

pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan 

pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 

tersebut.
27

 

Dalam mengatur urusan masyarakat tersebut maka 

pemerintahan desa dapat membuat peraturan desa yang 

merupakan bentuk regulasi yang disusun oleh pemerintah desa 

bersama lembaga desa lainya. Peraturan desa dibentuk oleh 

pemerintah desa peraturan tersebut dibuat sesuai dengan 

kepentingan umum desa dan harus sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimana pemerintah 

desa dalam rangka sebagai penyelenggara pemerintahan desa,  

Dalam rancangan peraturan desa tersebut dapat berasal 

dari pemerintah desa ataupun inisiatif dari lembaga lainya seperti 

Badan permusyawaratan Desa, dan masyarakat berhak juga 

memberikan masukan untuk rancangan tersebut baik secara 

tertulis maupun lisan setelah rancangan itu telah dibahas oleh 

pemerintah desa dan lembaga lainya secara bersama-sama.  

Sistem pemerintahan di Indonesia, sebelumnya urusan-

urusab yang dikelola oleh Desa adalah urusan-urusan yang 

memang telah dijalankan secara turun-menurun sebagai norma 

atau bahkan dari norma itu telah melembaga menjadi suatu bentuk 

hukum yang mengikat dan harus dipatuhi bersama oleh seluruh 

masyarakat desa, yang dikenal sebagai hukum adat. Urusan 

tersebut meliputi baik urusan yang hanya murni adat istiadat, 

maupun urusan pelayanan masyarakat dan pembangunan desa 

atau pada saat ini disebut urusan pemerintahan. 

Urusan pemerintahan tersebut merupakan urusan-urusan 

yang menjadi tanggung jawab atau tugas dari pemerintah desa itu 

sendiri. Menurut Taliziby Ndraha sebagai berikut :
28
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Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa,  (Jakarta: Bumi Aksara, 
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1) Dekonsentratif 

Urusan dekonsentratif ialah urusan yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah yang lebih di atas. Pemerintah 

itulah yang merencanakan itu, membiayai, mengawasi dan 

memberikan tanggung jawab secara keseluruhan. 

Pelaksanaan  operasionalnya ditugaskan kepada pemerintah 

desa sebagai aparat pemerintah desa nasional di desa yang 

bersangkutan, untuk  urusan ini, pemerintah desa mendapat 

atau perlu mendapat biaya, sarana, peralatan, bahan, 

pedoman, dan fasilitas operasionalnya dari pemerintah yang 

lebih atas itu. Jalur urusan dekonsentratif ini ialah pusat, 

provinsi, kabupaten, kecamatan lalu ke desa. Dalam urusan 

ini, masyarakat desa relatif tidak memiliki peranan desisif  

kendati relatif responsible atas tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

2) Partisipatif  

Urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi 

pelaksananya diserahkan kepada masyarakat desa yang 

bersangkutan sebagai sarana pembangunan. Didalam 

melaksanakan urusan ini masyarakat desa memegang 

peranan desisif  dan responsibel, tanpa peranan itu urursan 

yang berkenan tidak dapat berfungsi sebagai sarana 
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pendidikan pembangunan. Dalam memberikan pembinaan 

dalam berbagai bentuk dan cara. 

3) Rumah Tangga Desa 

Telah dijelaskan bahwa urusan rumah tangga desa 

diperoleh tidak berdasarkan atas desentralisasi melainkan 

berdasarkan tradisi atau adat yang berlaku, sampai sekarang 

ada ketentuan yang jelas mengeni isi dari pada rumah 

tangga desa. 

d. Fungsi Pemerintah Desa 

Fungsi pemerintahan desa maupun lainnya adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-

baiknya, pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, 

pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian 

pelayanan tersebut memberikan tujuan untuk mewujudkan  

kesejahteraan masyarakat.
29

  

Masyarakat desa mempunyai hak untuk mendapatkan 

pelayanan yang terbaik sedangkan pemerintah desa mempunyai 

kewajiban untuk menyediakan barang publik dan pelayanan 

publik yang berkualitas. Selain itu,  pelayanan tersebut diberikan 

tanpa memandang status, pangkat, ataupun golongan masyarakat 

dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas 

barang publik dan pelayanan publik yang akan diperoleh tersebut. 
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Shadu Wasistino, Management Pemerintah Daerah, (Bandung; Alqa Print, 2001), h, 51. 
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Selain itu fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah 

desa yaitu adalah fungsi pelayanan masyarakat dalam bidang 

pembangunan. Pelayanan pembangunan merupakan pelayanan 

pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang 

berdampak kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pelayanan pemerintah desa juga berupa memberikan 

pelindungan kepada warga desa, pemerintah desa harus dapat 

menciptakan rasa aman kepada warganya dari tindak kejahatan, 

kerusuhan, maupun bencana alam, pemerintah desa bekerja sama 

dengan polsek atau koramil yang ada di dalam wilayah desa untuk 

menciptakan rasa aman dan tentram tersebut kepada wargnya 

sehingga warga desa melakukan kehidupan dengan aman dan 

tentram. 

Pelayanan pemerintahan desa tersebut berhubungan 

dengan tiga fungsi yang dimiliki pemerintahan desa yang pertama 

yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kedua 

melakukan pembangunan dan ketiga menciptakan ketentraman 

dan keamanan masyarakat.dengan demikian, pemerintah desa 

harus melaksanakan ketiga fungsi tersebut, ini merupakan wujud 

dari peran pemerintah desa adalah kegiatan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan fungsi tersebut. 
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Jika semua urusan mendapatkan pelayanan yang prima, 

maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar yang pada 

giliranya akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah Desa 

a. Konsep Lembaga Pemerintah Desa 

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas 

dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh 

karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk 

mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan 

penyelenggaraan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga tugas 

pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, 

serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan 

masyarakat.
30

  

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu 

organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Di 

dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar 

unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan 

kerja dengan organisasi-organisasi lainnya.
31
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

menjelaskan mengenai salah satu lembaga desa yakni
32

 Pemerintah 

Desa (terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa) Pemerintahan 

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau 

yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, desa 

mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang disebut  di atas, 

untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.  

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, 

tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan 

pemerintah desa yakni: 

1) Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang 

diemban oleh lembaga desa tersebut. 

2) Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau 

uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh 

kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efktif oleh 

lembaga-lembaga desa tersebut. 

                                                     
32
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Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah 

desa, pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 pasal 23 Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain, pemerintah desa adalah organisasi yang terdiri atas; 

1) Unsur pimpinan, yakni Kepala Desa 

2) Unsur pembentuk Kepala Desa yang terdiri atas; 

a) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang 

diketuai sekretaris desa. 

b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa 

yang melaksanakan urursan teknis dilapangan seperti urusan 

pengairan, keagamaan, dan lain-lain. 

c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah 

kerjanya seperti dusun.
33

 

b. Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah Desa  

Pemerintah desa harus melaksanakan fungsi-fungsi 

pemerintahan desa yang apabila fungsi itu telah dijalankan atau 

dilaksanakan merupakan suatu perwujudkan dari peran pemerintah 

desa salah satu bentuknya adalah kegiatan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berdasarkan fungsi tersebut. 

Berikut adalah 3 fungsi umum pemerintah desa yakni 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, kedua melakukan 

pembangunan, ketiga menciptakan kententraman, ketertiban dan 
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keamanan bagi masyarakat. Pada pasal 1 angka 3 UU No 6 Tahun 

2014 tentang Desa yang menyatakan, bahwa pemerintah Desa adalah 

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

1. Kepala Desa 

Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

kepala desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penugasan 

sebagaimana yang dimaksud disertai dengai biaya. Pemerintah 

desa terdiri dari kepala desa yang memiliki wewenang dalam 

melaksanakan tugasnya yakni; 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa 

b. Menyusun rancangan peraturan desa mengena APBD  desa 

untuk dibahaskan ditetapkan bersama BPD 

c. Menetapkan peraturan desa 

d. Membina kehidupan masyarakat desa 

e. Membina perekonomian desa. 

f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

g. Mewakili desanya didalam pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan 
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h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundangan.
34

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Ayat 1 Kepala Desa berhak: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 

pemerintahan Desa 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan 

penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan 

kesehatan. 

d. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang 

dilaksanakan. 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban 

lainnya kepada perangkat desa 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 pasal 26 Kepala Desa mempunyai kewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan 

memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan Bhineka Tunggal Ika. 
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b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 

d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa akuntabel, 

transparan, profesional, efektif, efesien, bersih, serta bebas 

dari kolusi, korupsi, dan nepotism. 

g. Menjalin kerja sama dan kordinasi seluruh pemangku 

kepentingan di desa 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik 

i.  Mengelola keuangan dan aset desa 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 

m. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 

masyarakat desa 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan 

di desa 

o. Mengembangkan potensi sumber daya dan melestarikan 

lingkungan hidup dan 

p. Memeberikan informasi kepada masyarakat desa.
35
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Tugas dan kewajiban dalam memimpin penyelenggaraan 

pemerintah desa diatur lebih lanjutnya dengan peraturan daerah 

berdasarkan peraturan pemerintah. Agar fokus pelayanan kepada 

masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang 

No 6 tahun 2014 Pasal 29 kepala desa dilarang:
36

 

a. Merugikan kepentingan umum 

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 

anggota keluarga, pihak lain, dan atau golong tertentu 

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atas 

kewajibannya 

d. Melakukan tindakan diskriminatif menghadapi warga 

dan/atau golongan masyarakat tertentu  

e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat 

desa 

f.  Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, 

barang dan/atau desa dari pihak lain yang dapat 

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukanya 

g. Menjadi pengurus partai politik 

h. Menjadi anggota dan/atau pengururs organisasi terlarang 

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan 

permusyawaratan desa, anggota dewa perwakilan rakyat 
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republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 

Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-

undangan. 

j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan 

umum dan/atau pemilihan kepala daerah 

k. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan 

l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipetanggung jawabkan. 

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepala desa dapat 

berhenti karena, meninggal dunia, permintaan sendiri atau 

diberhentikan. Kepala desa dapat diberhentikan karena berbagai 

hal seperti masa jabatan telah berakhir, terbukti telah melanggar 

sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, atau melanggar 

larangan sebagai kepala desa, tidak dapat melaksanakan tugas 

secara bertutur-turut selama 6 bulan dan tidak lagi memenuhi 

untuk 2 kali masa jabatan.  

2. Perangkat Desa 

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa 

yang bertugas untuk membantu tugas-tugas kepala desa. Dalam 

pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan 
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perangkat desa  dari seketaris desa pelaksana kewilayahan dan 

pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa 

setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali 

kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat 

desa bertanggung jawab kepada kepala desa. 

3. Fiqh Siyasah Dusturiyah  

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Secara eti.mologi.s fi.qh adalah keterangan tentang pengerti.an 

atau paham dari. maksud ucapan si. pembi.cara atau pemahaman yang 

mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.Fi.qh 

menurut bahasa adalah pemahaman dan pengerti.an terhadap 

perkataan dan perbuatan manusi.a.
37

 Menurut Ulama-ulama syara„ 

Fi.qh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai. dengan 

syara‟ mengenai. amal perbuatan yang di.peroleh dari. dali.l-dali.nya 

yang Tafshi.l (teri.nci., yakni. dali.l-dali.l atau hukum-hukum khusus 

mengambi.l dasarnya Al-Qur‟an dan Sunnah).
38

 Jadi. Fi.qh merupakan 

Al-Qur‟an dan Sunnah yang di.susun oleh Mujtahi.d dengan cara 

jalan penalaran dan I.jti.had. Fi.qh juga dapat di.sebut i.lmu 

pengetahuan tentang hukum Agama I.slam.Karena fi.qh sebagai. i.lmu 

dan fi.qh juga merupakan produk pemi.ki.ran dan I.jti.had para 

Mujtahi.d yang di.gali. dan di.rumuskan dari. pokok-pokok atau dasar-
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dasar Syari.‟at. Sedangkan i.lmu fi.qh merupakan i.lmu yang bertugas 

menentukan dan mengurai.kan norma-norma hukum dasar yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an dan ketentuan-ketentuan umum yang 

terdapat dalam Sunnah Nabi. yang telah di.tuli.s dalam ki.tab-ki.tab 

hadi.st. Dalam arti. lai.n fi.qh adalah i.lmu yang memahami. hukum-

hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan Sunnah untuk di.tetapkan 

pada perbuatan manusi.a yang telah dewasa yang sehat akalnya yang 

berkewaji.ban melaksanakan hukum I.slam. Hasi.l pemahaman yang 

di.peroleh dari. hukum I.slam i.tu di.susun secara si.stemati.s dalam 

ki.tab-ki.tab fi.qh di.sebut hukum fi.qh.
39

 Jadi. berdasarkan i.sti.lah di.atas 

fi.qh dapat di.si.mpulkan bahwa Fi.qh adalah hukum Allah yang 

bersumber dari. Al-Qur‟an dan Hadi.st Serta I.jti.had para Ulama. 

Sedangkan Si.yasah yang berasal dari. kata Si.yasat berasal 

dari. kata sasa yang berarti. mengatur, mengurus dan memeri.ntah, 

si.yasah juga berarti. pemeri.ntahan dan poli.ti.k, atau membuat 

kebi.jaksanaan.
40

 Si.yasah menurut bahasa mengandung beberapa arti., 

yai.tu mengatur, mengurus dan membuat kebi.jaksanaan atas sesuatu 

yang bersi.fat poli.ti.s untuk mencapai. suatu tujuan. Si.yasah juga 

merupakan kemaslahatan manusi.a dengan membi.mbi.ng mereka ke 

jalan yang menyelamatkan, Si.yasah adalah i.lmu pemeri.ntahan untuk 

mengendali.kan tugas dalam Negeri. yai.tu poli.ti.k dalam Negeri. serta 

kemasyarakatan, yakni. mengatur kehi.dupan umum atas dasar 
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keadi.lan. Defi.ni.si. yang jelas di.kemukakan oleh oleh Bahantsi. 

Ahmad Fhati. Di .buku karangan Suyuti. Pulungan yang menyatakan 

Si.yasah adalah pengurus kepenti.ngan-kepenti.ngan umat manusi.a 

sesuai. dengan syara‟.
41

 

Ji.ka kata Fi.qh dan Si.yasah di.gabung mengandung arti. dan 

banyak i.lmuan yang berpendapat yai.tu Fi.qh Si.yasah adalah i.lmu 

yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan 

I.slam seperti. cara untuk mengadakan perundang-undangan dan 

berbagai. peraturan lai.nnya yang sesuai. dengan pri.nsi.p-pri.nsi.p I.slam 

yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.
42

  Menurut I.mam Al-

Bujai.ri.mi., Fi.qh Si.yasah adalah memperbagus permasalahan rakyat 

dan mengatur dengan cara memeri.ntah mereka dengan sebab 

ketaatan mereka terhadap pemeri.ntahan menuju kemaslahatan.
43

 

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini 

dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar 

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), 

lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 
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perundang-undangan tersebut.
44

 Tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain 

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. 

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi 

hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta 

memenuhi kebutuhannya.
45

 

Berdasarkan pengerti.an di. atas dapat di.tari.k kesi.mpulan 

bahwa Fi.qh Si.yasah merupakan I.lmu Tata Negara I.slam yang 

secara spesi.fi.k membahas tentang seluk beluk pengaturan 

kepenti.ngan umat manusi.a yang pada umumnya dan Negara pada 

khususnya yang berupa penerapan hukum, peraturan dan kebi.jakan 

oleh pemegang  kekuasaan yang bernafaskan I.slam atau sejalan 

dengan ajaran I.slam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi. 

manusi.a dan menghi.ndarkanya dari. berbagai. kemudharatan yang 

ti.mbul dalam kehi.dupan berasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang di.jalani.. Sebagai.mana yang telah di.jelaskan di.atas terdapat 

dua unsur yang sali.ng berhubungan secara ti.mbal bali.k, yai.tu yang 
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pertama adalah pi.hak yang mengatur dan yang kedua adalah pi.hak 

yang di.atur.
46

 

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum 

disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
47

 

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan  

2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya  

3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya  

4. Persoalan bai‟at  

5. Persoalan waliyul ahdi  

6. Persoalan perwakilan  

7. Persoalan ahlul halli wal aqdi  

Persoalan wizarah dan perbandingannya Persoalan fiqh siyasah 

dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: 

pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‟an maupun Hadis, 

maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur 

dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan 

yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 

di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.
48
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Berkenaan dengan pola hubungan antar manusi.a yang 

menurut pengaturan si.yasah, pembagi.an Fi.qh Si.yasah di.bagi. ti.ga 

bagi.an : 

1) Fi.qh Si.yasah Dusturi.yyah, merupakan yang mengatur 

hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang 

satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara yang 

lai.ndalam batasan-batasan admi.ni.strati.f suatu Negara.  

2) Fi.qh Si.yasah Dauli.yyah, yang mengatur antar warga Negara 

dengan Lembaga Negara dari. Negara yang satu dengan warga 

Negara dan Lembaga Negara dari. Negara lai.n. 

3) Fi.qh Si.yasah Mali.yyah, yang mengatur tentang pemasukan, 

pengelolaan, dan pengeluaran uang mi.li.k Negara.
49

 

Menurut I.bn Tai.mi.yyah, mendasarkan objek pembahasan i.ni. 

pada Q.S an-Ni.sa (4) Ayat 58 yai.tu : 

                        

                        

           

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampai.kan 

amanat kepada yang berhak meneri.manya dan 
(menyuruh kamu) apabi.la menetapkan hukum di. antara 

manusi.a supaya kamu menetapkan dengan 

adi.l.Sesungguhnya Allah memberi. pengajaran yang 

sebai.k-bai.knya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
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Maha Mendengar lagi. Maha Meli.hat”. (Q.S an-Ni.sa (4) 

58) 

 

Ayat di. atas berhubungan dengan peri.ntah bagi. mereka yang 

memegang kekuasaan (Pemeri.ntahan), yang mempunyai. kewaji.ban 

menyampai.kan amanat kepada yang berhak seperti.nya kewaji.ban 

Pemeri.ntah memberi.kan hak masyarakat (Melayani.) dan 

menetapkan hukum dengan adi.l ti.dak memandang bulu. Dalam 

peneli.ti.an i.ni. masuk dalam li.ngkup Si.yasah Dusturri.yah, karena 

membahas perundang-undangan Negara agar sejalan dengan ni.lai.-

ni.lai. syari.‟at. 

Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal 

ini.  

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai 

dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara 

memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri‟iyyah). Dalam hal 

ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, 

analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur‟an dan Hadis. 

Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari 

maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun 

analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada 

nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan 

persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode 

membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip 
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syari‟ah dan kehendak syar‟i (Allah). Bila tidak ada nash sama 

sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, 

sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. 

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan 

oleh lembaga ahl al-hall wa al ‟aqd. Kemudian dalam bahasa 

modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai 

majelis syura (parlemen).  

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk 

melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah 

al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang 

telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan 

kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun 

yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan 

internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah 

(kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan 

menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang 

berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. 

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh 

menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 40 Islam, 

kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan 

semangat nash dan kemaslahatan.  
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Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-

undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini 

dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah). Dalam 

sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-

hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, 

wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-

perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan 

wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan 

perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan 

tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan 

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat 

negara yang melanggar HAM rakyat). 

b. Pemerintahan Desa dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Dalam perspektif Islam tentang pemerintahan desa dalam 

kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan 

dan pembinaan masyarakat, dijelskan bahwa sistem pemerintahan 

dalam Islam sudah dikenal sejak jaman Rasulullah SAW sehingga 

saat itu dikenal dengan nama siyasah. Siyasah dalam Islam pada 

dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai 

pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada 

tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun.  
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Pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini 

di kenal dengan sebutan al siyasah al dusturiyah, al siyasah al 

dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas 

tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan 

dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. 

Artinya Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang 

tercermin dalam prinsip Islam dan Hukum syariat sebagaimana yang 

disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai 

akhlak, aqidah, Muamalah maupun berbagai macam hubungan 

lainya.
50

 

Dalam perkembangan roda pemerintahan yang 

mengedepankan dasar hukum Islam, maka prinsip-prinsp yang 

diletakkan dalam perumusan Undang-undang dasar Islam adalah 

jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan 

persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa 

membeda-bedakan stratifkasi sosial, kekayaan pendidikan dan 

agama.
51

 Hal tersebut merupakan landasan utama dalam 

menjalankan peraturan dan ketentan-ketentuan di setiap kebijakan 

yang juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di 

hadapan hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-

undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan 
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untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip 

siyasah al dusturiyah akan benar-benar tercapai.
52

 

Secara definisi dusturi berasal dari kata Persia semula artinya 

seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun 

agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini ditunjukkan untuk 

anggota kependetaan zoroaster.
53

 Setelah mengalami penyerapa 

dalam bahasa arab,kata dusturi berkembang pegertianya menjad asa, 

dasar atau pembinaan, menurut istilah dusturi  bearti kumpulan 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama 

anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis 

maupu tidak tertulis.
54

 

Ahkam al dusturiyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-

undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, 

seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem Negara, perundang-

undangan dalam Negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin 

serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.
55

 

Al siyasah al dusuriyah adalah siyasah yang berhubungan 

dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas 

kekuasaanya, cara pemiihan pemimpin, batasan kekuasaan yang 

lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang 
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wajib bagi ndividu dan masyarakat, serta hubungan antara peguasa 

dan rakyat.
56

 

Fiqh siyasah al dusturiyah menurut Suyuthi Pulungan adalah 

siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasanya, cara pemilihan kepala Negara 

batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-

hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara 

penguasa dan rakyat.
57

 

Al siyasah dusturiyah  dalam Fiqh Siyasah pembahasanya 

meliputi masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini 

yang dibahas antara lain sistem-sistem konstitusi (Undang-undang 

Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu 

Negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-undang), 

lembaga demokrasi syura  yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan Negara serta ummah  yang menjadi pelaksana 

undang-undang tersebut.
58

 

Menurut Djazuli siyasah dusturiyah menjadi beberapa 

pembagian lagi, antara lain: 

1. Bidang siyasah tasri‟iyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah adalah pada persoalan 

ahl al-hall wa al-„aqd (majelis shura), perwakilan persoalan 
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rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu 

Negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, 

Peraturan pelaksanaan dan Peraturan daerah. 

2. Bidang Siyasah tanfidhiyyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi 

pembahasan tentang imama,  persoalan bai‟ah, wuzarah dan 

waliy al-hadi. 

3. Bidang siyasah qada‟iyyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah yang meliputi masalah 

peradilan. 

4. Bidang Siyasah idariyyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi 

pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian. 

Sehingga dapat dikatakan dari penjelasan sebelumnya, maka al 

siyasah al dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara 

spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang 

berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai 

pembagian kekuasaan. 

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, 

maka pemerintahan desa masuk dalam kategori Siyasah 

Tanfidhiyyah yaitu pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini 
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adalah meliputi tentang imamah, persoalan bai‟ah, dan lain 

sebagainya.  

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai al 

imamah  atau ulil amri  yang dalam hal kebijkan dan kewenangan 

tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syariat 

Islam, dengan  begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang 

dipimpinya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tuas dan 

tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksiml, oleh 

karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa 

sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas skill dan peningkatan 

sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat 

di desa. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Setelah penulis telah menelaah terhadap beberapa penelitian, ada 

beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, 

yakni: 

Pertama penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Lisa Oktavia (2018)
59

 yang berjudul “Tinjauan Fiqh 

Siyasah dan Undang-undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa dalam 

pelaksanaan pembangunan (studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya 

                                                     
59

Lisa Oktavia, “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-undang Desa Terhadap Peran Kepala 

Desa dalam pelaksanaan pembangunan (studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya 

Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” (Skripsi program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri 
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Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa 

Penggawa V Ulu dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-

undang Desa terhadap peran kepala desa Penggawa V Ulu. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskripif anaisis . 

data yang digunakam dalam penelitian ini data yang bersumber dari data 

primer melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Undang-undang Desa Kepala Desa  kurang menerapkan asas transparasi dan 

kurang mengoordinasikan pembanguna Desa secara partisipatif sehingga 

peran kepaladesa dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan 

peraturan Undang-undang Desa. 

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Ficayani (2017)
60

 yang 

berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembagunan Pasar (sudi 

Implementasi kesejahteraan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pasar demi 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di 

bidang pembangunan sarana dan prasarana di Desa Karang Anyar Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, fokus penelitian ini adalah upaya pemerintah desa untuk 

meningkatan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat di desa Karang 
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Anyar dibidang pembagunan pasar. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran 

yang dilakukan oleh pemerintah desa Karang Anyar masyarakat belum bisa 

menerima program pemerintah desa dengan melakukan pembangunan pasar 

baru.  

Penelitian yang ketiga adalah penelitian dari Nur Intan (2017)
61

 yang 

berjudul “kewenangan Desa dalam penyelengaraan pemerintahan menurut 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Telaah 

atas Ketatanegaraan Islam)” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan konsep pengelolan pemerintahan desa sebagaimana 

yang diatur dalam UU No 6/2014, dan mengetahui kesesuaian kewenangan 

desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam 

UU No 6/2014 dengan ketatanegaraan Islam, dan mengetahui faktor-faktr 

yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menyelenggarkan 

pemerintahan desa. Jenis penelitian yang dipakai penelitian kepustakaan 

(library Research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan hukum 

Islam. Sumber data yang digunakan data sekunder yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis metode induktif kualitatif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsep pengelolaan pemerintahanan desa sebagaimana 

diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 mencangkup perencanaan, 

pengorganisasian kelembagaan, penggunaan sumber-sumber daya dan 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa bedasarkan kewenangan 

dalam bidang pemerinahan desa.  
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Penelitian di atas, memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis 

lakukan yakni mengenai pemerintahan desa yaitu sama-sama membahas 

tentang peran pemerintahan desa. 

Adapun yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi 

yang lain, diantaranya: 

1. objek permasalahanya yang diteliti, penelitian yang diteliti oleh 

penulis berfokus pada peran dan tanggung jawab pemerintahan 

desa yang ada di Provinsi Lampung secara umum/luas sedangkan 

penelitian sebelumnya secara khusus membahas peran 

pemerintahan desa dibidang tertentu yang dilakukan suatu 

penyelenggaraan pemerintahan desa, serta yang menjadi objek 

penelitian pada skripsi terdahulu lebih berfokus kepada salah satu 

penyelenggara pemerintahan desa saja yakni peran dari Kepala 

Desa berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

2. penulis memiliki objek permasalahan bagaimana peran dan 

tanggung jawab lembaga pemerintah desa yang terdiri dari 2 unsur  

Kepala Desa dan perangkatnya sehingga tidak hanya berfokus 

kepada satu unsur saja tetapi membahas kedua-duanya, dan 

perannya tidak di lihat dari satu bidang saja melainkan secara 

umum, penelitian penulis juga memiliki studi yang berbeda yakni 

memiliki studi di Organisasi yang menaunggi pemerintahan desa 

yang disebut APDESI sedangkan pada peneliti yang lain objek 

permasalahanya penelitian ini yang menjadi objek penelitian 
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hanya peran pemerintahan desa yang hanya berfokus kepada 

Kepala Desa saja 
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